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KAJIAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
TENTANG
PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
I. Pendahuluan

Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat No: LG/0277/DPR RI/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, meminta Badan Legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

RUU tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) TATIB DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial telah memenuhi syarat formil untuk diajukan karena RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 nomor urut 20 dan disertai dengan Naskah Akademik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.    
II. Hasil Kajian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial tersebut, yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian tersebut dilakukan, baik antar konsideran, pasal-pasal, serta penjelasan  yang ada dalam RUU, maupun antar RUU dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.  

A. Aspek Teknik 

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial masih memerlukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Konsideran menimbang huruf d perlu penyempurnaan redaksional, frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” disarankan diganti dengan frasa “undang-undang”.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) diantara kata “komunitas” dan kata “masyarakat” disisipkan kata sambung “dan/atau”.
3. Dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), frasa “merupakan intervensi pekerjaan sosial yang” disarankan untuk dihapus agar tercipta konsistensi dengan pasal sebelumnya.
4. Dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1), kata “dan” diantara kata “organisasi” dan kata “masyarakat” disarankan untuk diganti menjadi frasa “dan/atau”.
5. Dalam Pasal 10 ayat (1) ditambahkan frasa “organisasi, dan/atau” diantara kata “komunitas” dan kata “masyarakat”.
6. Rumusan redaksional Pasal 48 disempurnakan dan ditambahkan dengan substansi Pasal 53 ayat (2) tentang penggunaan istilah pekerja sosial profesional.
7. Perbaikan rumusan Pasal 53 secara keseluruhan agar tercipta kejelasan rumusan serta disesuaikan dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menggabungkan Pasal 54 ke dalam Pasal 53.
8. Pasal 53 ayat (2) dipindah ke dalam Bab IX tentang Ketentuan Peralihan. 
B. Aspek Substansi

1. Perlu konfirmasi dari Pengusul, terkait judul RUU disarankan untuk diganti menjadi “Pekerja Sosial” karena yang dominan diatur dalam RUU adalah Pekerja Sosial sebagai suatu profesi.

2. Perlu konfirmasi kepada Pengusul terkait Pasal 15 ayat (2) huruf a, apakah tidak sebaiknya Pekerja Sosial berasal dari multi bidang ilmu tidak hanya sarjana bidang kesejahteraan sosial atau sarjana terapan bidang ilmu kesejahteraan sosial?
3. Pasal 29 ayat (2) perlu penyempurnaan redaksional dengan mengganti subyek dari “SIPPS” menjadi “Pekerja Sosial”.

4. Perlu konfirmasi dari Pengusul, terkait Pasal 36 huruf c tentang imbalan jasa, dalam hal klien adalah orang atau sekelompok orang yang tergolong miskin atau sedang dalam musibah.

5. Judul Bab VII disarankan untuk diubah dari “ORGANISASI PEKERJA SOSIAL” menjadi “ORGANISASI PEKERJA SOSIAL DAN DEWAN KEHORMATAN” dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kesatu Organisasi Pekerja Sosial meliputi Pasal 37-Pasal 39 dan Bagian Kedua Dewan Kehormatan meliputi Pasal 40 dan Pasal 41.

6. Frasa “bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial” dalam Pasal 43 huruf e sebaiknya dihapus dan ditempatkan dalam satu ayat tersendiri sebagai suatu pilihan bagi Pemerintah.

7. Frasa “oleh Organisasi Pekerja Sosial” dalam Pasal 43 huruf f sebaiknya dihapus.
8. Frasa “tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial” dalam Pasal 49 ayat (1) disarankan untuk dihapus karena RUU ini hanya mengatur mengenai ”Pekerja Sosial”, sehingga rumusan Pasal 49 diperbaiki redaksi maupun substansinya.
9. Dalam Bab X tentang Ketentuan Penutup perlu ditambahkan ketentuan mengenai “post legislative scrutiny” terkait pelaksanaan UU ini setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan, sehingga sesuai amanat UU MD3 agar pelaksanaan UU dapat sesuai tujuan pembentukannya dan dampak yang ditimbulkan oleh UU dapat segera dievaluasi manakala menimbulkan efek negatif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Adapun usulan rumusannya adalah sebagai berikut “Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.

C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

III. Penutup
Demikian kajian tim ahli Badan Legislasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Tentunya kajian ini masih memerlukan tanggapan, dan/atau saran penyempurnaan dari Pimpinan dan anggota Badan Legislasi. 
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